
BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

 

 
 

TAHUN : 2023 NOMOR : 61 

PERATURAN WALI KOTA CILEGON 

NOMOR  61  TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT                                             

PADA DINAS KESEHATAN  KOTA CILEGON 

WALI KOTA CILEGON, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41                 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana 

Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang 

disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD 

dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan 

kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis 

yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat 

Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota 

Cilegon; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang … 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6887); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Pedoman Manajeman Puskesmas (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); 

10. Peraturan … 



- 3 - 
 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1); 

13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 42 Tahun 2020 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita 

Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 42); 

14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2022 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita 

Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 4); 

15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 40 Tahun 2021 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 

2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 

Nomor 40); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA 

DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Wali Kota  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Cilegon; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cilegon. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Cilegon; 

5. Dinas … 
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5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cilegon; 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Cilegon; 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 

unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dariketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya; 

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah 

pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 

praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya; 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 

Kota Cilegon; 

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya; 

11. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra 

adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun 

untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja 

dengan menggunakan teknis analisis bisnis; 

12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah 

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan 

masyarakat; 

13. Upaya … 
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13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya 

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan 

akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan; 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran; 

15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran 

tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; 

16. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas 

Kesehatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi; 

17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 

mencapai hasil (outcome) suatu program; 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Renstra pada seluruh BLUD Puskesmas di Daerah 

merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) 

tahun yang akan dijalankan oleh Puskesmas yang 

terdiri dari Program dan Kegiatan pada Puskesmas. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 

dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. 

(3) Renstra … 
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(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam penyusunan 

RBA. 

(4) Dalam rangka penetapan PPK-BLUD pada UPTD 

Puskesmas, Penyusunan Renstra memuat : 

a. rencana pengembangan layanan; 

b. strategis dan arah kebijakan; 

c. rencana program dan kegiatan; dan 

d. rencana keuangan. 

(5) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal  3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk 

memberikan pedoman perencanaan strategis tentang 

pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi 

sumber daya dan kinerja dengan menggunakan analisis 

bisnis. 

 

Pasal 4 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, antara 

lain: 

a. sebagai peta jalan/roadmap dalam mengarahkan 

kebijakan alokasi Puskesmas untuk pencapaian visi 

dan misi Organisasi; 

b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi 

terhadap penggunaan sumber daya anggaran; 

c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta 

komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan 

kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu 

layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen 

perencanaan. 

BAB … 
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BAB IV  

RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN 

Pasal 5 

(1) Berdasarkan karakteristik wilayah, seluruh 

Puskesmas di Kota Cilegon masuk dalam kategori 

Puskesmas Perkotaan. 

(2) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) merupakan Puskesmas yang 

wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi 

paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria Kawasan 

perkotaan sebagai berikut: 

a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) 

penduduknya pada sektor non agraris, terutama 

industri, perdagangan, dan jasa; 

b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah 

radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah 

sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel; 

c. lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) rumah 

tangga memiliki listrik; dan/atau  

d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju 

fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b. 

(3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh 

Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai 

berikut:  

a. memprioritaskan pelayanan UKM; 

b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat; 

c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah atau masyarakat; 

d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan 

pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan 

e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan 

kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan 

pola kehidupan masyarakat perkotaan. 

Pasal … 
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Pasal 6 

(1) Puskesmas terbagi menjadi 2 (dua) kategori sesuai 

dengan kemampuan pelayanan yang terdiri dari: 

a. Puskesmas non rawat inap; dan 

b. Puskesmas rawat inap. 

(2) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang 

menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan 

di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat. 

(3) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap 

pada pelayanan persalinan normal. 

(4) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi 

tambahan sumber daya sesuai pertimbangan 

kebutuhan pelayanan kesehatan untuk 

menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan 

persalinan normal dan pelayanan rawat inap 

pelayanan kesehatan lainnya. 

(5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan, 

Puskesmas menyelenggarakan: 

a. UKM Tingkat Pertama; dan 

b. UKP Tingkat Pertama. 

(2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. 

(3) UKM Tingkat pertama dan UKP Tingkat Pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diselenggarakan untuk pencapaian :  

a. Standar Pelayanan Minimal Kota Bidang 

Kesehatan; 

b. Program Indonesia Sehat; dan 

c. Kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Nasional.  

Pasal … 
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Pasal 8 

(1) UKM Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. UKM esensial; dan 

b. UKM pengembangan. 

(2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, meliputi: 

a. pelayanan promosi kesehatan; 

b. pelayanan kesehatan lingkungan; 

c. pelayanan kesehatan keluarga; 

d. pelayanan gizi; dan 

e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 

(3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, merupakan upaya kesehatan 

masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif 

dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah 

kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi 

sumber daya yang tersedia di Puskesmas. 

 

Pasal 9 

(1) UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dokter, 

dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga 

Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta 

Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan 

pelayanan kesehatan UKP Tingkat Pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 

sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur 

operasional, dan etika profesi. 

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dalam bentuk: 

a. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun 

kunjungan sakit; 

b. pelayanan gawat darurat; 

c. pelayanan persalinan normal; 

d. perawatan di rumah (home care); dan/atau 

e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan 

pelayanan kesehatan. 

Pasal … 
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Pasal 10 

(1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, 

Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan: 

a. manajemen Puskesmas; 

b. pelayanan kefarmasian; 

c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; 

d. pelayanan laboratorium; dan 

e. kunjungan keluarga. 

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

Pasal 11 

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan 

dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya 

bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas 

yang sehat, Puskesmas didukung oleh: 

a. Jaringan pelayanan Puskesmas; dan 

b. Jejaring Puskesmas. 

(2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Puskesmas Pembantu; 

b. Puskesmas Keliling; dan 

c. Praktik Bidan Kelurahan. 

(3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; 

b. usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, 

apotek,  laboratorium; tempat praktik mandiri 

tenaga kesehatan; dan 

c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

(4) Puskesmas … 
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(4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, memberikan pelayanan kesehatan 

secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja 

Puskesmas. 

(5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada          

ayat (2) huruf b, memberikan pelayanan kesehatan 

yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan 

jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh 

pelayanan dalam gedung Puskesmas. 

(6) Praktik Bidan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c, merupakan praktik bidan yang 

memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di 

Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan 

penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan 

dari Pemerintah Daerah pada satu kelurahan dalam 

wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf b, wajib melaporkan kegiatan dan hasil 

kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di 

wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara 

berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

Puskesmas di wilayah Kota Cilegon dapat melaksanakan 

pengembangan pelayanan sesuai tugas fungsinya dan 

memperhatikan kaidah serta peraturan yang berlaku. 

 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pasal 14 

(1) Dalam penyelenggaraan Puskesmas harus 

memperhatikan prinsip-prinsip: 

a. paradigma sehat; 

b. pertanggungjawaban wilayah; 

c. kemandirian masyarakat; 

d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan; 

e. teknologi tepat guna; dan 

f. keterpaduan dan kesinambungan. 

(2) Berdasarkan … 
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(2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas 

mendorong seluruh pemangku kepentingan 

berpartisipasi dalam upaya mencegah dan 

mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat. 

(3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab 

terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

(4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi 

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

(5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh 

seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil 

tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, 

budaya, dan kepercayaan. 

(6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan 

tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 

(7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan 

penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan 

lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan 

yang didukung dengan manajemen Puskesmas. 

 

Pasal 15 

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

(2) Untuk … 
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(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas 

mengintegrasikan program yang dilaksanakannya 

dengan Pendekatan Keluarga. 

(3) Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas 

mengintegrasikan program untuk meningkatkan 

jangkauan sasaran dan mendekatkan akses 

pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya dengan 

mendatangi keluarga. 

  

Pasal 16 

(1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem 

Informasi Manajemen Puskesmas. 

(2) Sistem Informasi Manajemen Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem 

informasi manajemen kesehatan Daerah. 

(3) Sistem Informasi Manajemen Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara 

elektronik dan/atau nonelektronik. 

(4) Sistem Informasi Manajemen Puskesmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: 

a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan 

jaringannya; 

b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas 

dan jaringannya; 

c. survei lapangan; 

d. laporan lintas sektor terkait; dan 

e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya. 

(5) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi 

Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Puskesmas harus menyampaikan laporan 

kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas 

kesehatan Daerah. 

(6) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) merupakan sumber data dari pelaporan 

data program kesehatan yang diselenggarakan melalui 

komunikasi  data. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi 

Manajemen Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB … 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

Pasal 17 

(1) Visi Puskesmas merupakan gambaran arah 

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin 

dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Visi Puskesmas disusun mengacu pada Visi Wali Kota 

yaitu, “Terwujudnya Cilegon Baru, Modern dan 

Bermartabat.“ 

(3) Puskesmas mendukung ketercapaian Visi Wali Kota 

pada RPJMD Daerah Tahun 2021-2026. 

 

Pasal 18 

(1) Misi Puskesmas di Daerah menggambarkan rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 

(2) Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) ditempuh dengan melalui Misi 

3 yaitu, meningkatkan pelayanan Kesehatan. 

 

Pasal 19 

(1) Tujuan organisasi merupakan suatu kondisi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun yang mengandung makna: 

a. merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun 

terakhir renstra; 

b. menggambarkan arah strategis organisasi dan 

perbaikan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai 

tugas pokok dan fungsi organisasi; dan 

c. meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan 

arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, 

program operasional dan kegiatan pokok organisasi 

selama kurun waktu renstra. 

(2) Tujuan Puskesmas berpedoman pada kebijakan 

tujuan pembangunan kota di bidang kesehatan yaitu : 

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

  

Pasal 20 

Dinas Kesehatan menetapkan sasaran dan indikator 

sasaran yang menjadi pedoman bagi Puskesmas.  

BAB … 
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BAB VII  

RENCANA KEUANGAN  

Pasal 21 

Puskesmas menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka fleksibilitas 

dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 22 

(1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

dan/atau 

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan 

upaya kesehatan masyarakat. 

(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada             

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 23 

(1) Pengelolaan dana laporan keuangan atau 

prognosis/proyeksi keuangan  disusun sesuai dengan 

sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah 

Daerah. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada                

ayat (1) terdiri atas: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

e. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi 

anggaran dan laporan operasional disusun oleh 

Puskesmas yang baru dibentuk dan akan menerapkan 

BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan 

penganggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. 

BAB … 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon. 

 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 29 Desember 2023     

Januari  

WALI KOTA CILEGON, 

 

               ttd 

 

  HELLDY AGUSTIAN 

Diundangkan di Cilegon pada 

tanggal 29 Desember  2023 
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